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1. Transilerasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut:
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b. Konsonan Rangkap
Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, harus
ditulis secara lengkap, seperti;

i) - ditulis Ahmadiyyah

Al - ditulis Syamsiyyah



vii

€. Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-

kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa

Indonesia:
EEBTER : ditulis Jumhiriyyah
ZANP - ditulis Mamlakah
2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka
ditulis “t”:
d dans : ditulis Ni’matullah
hill 3< - ditulis Zakat al-Fitr

d. Vokal Pendek
Tanda fathah ditulis “a”, kasrah ditulis “i”, dan damah
ditulis “u”.
e. Vokal Panjang
1) “a” panjang ditulis “a”, “i” panjang ditulis “i”,
dan “u” panjang ditulis “u”, masing-masing dengan
tanda macron () di atasnya.
2) Tanda fathah + huruf ya’ tanpa dua titik yang
dimatikan ditulis “ai”, dan fathhah + wawu mati
ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu
kata dipisahkan dengan apostrof (°):
il . a’antum
Lidhe . mu’annas
g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf gamariyyah ditulis al-:
G - ditulis al-firrgan
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2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti
dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya:

R : ditulis as-Sunnah
h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD
I. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat
1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

tersebut:

o) i : Syaikh al-Islam

Ayl 8 : Taj asy-Syarl’ah

S W R . At-Tasawwural-Islami
J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar,
paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.
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ABSTRAK

Nama - Siti Naisya Mokoginta

NIM 219.1.1.012

Fakultas/Prodi : Syariah/Ahwal Syakhsiyah

Judul Skripsi :Hak Harta Peninggalan Terhadap Anak

Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi
Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan
Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pembagian waris
hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru,
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan untuk mengetahui apakah
pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru,
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif
hukum Islam. Maka lahirlah Rumusan Masalah yaitu, bagaimana gambaran
pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris meninggal dunia di Desa
Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan dan apakah
pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru,
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif
hukum Islam. Jenis Penelitian yang digunakan pada Skripsi ini adalah normatif
empiris atau penelitian lapangan (field research), yang disertai dengan Metode
Penelitian Deskriptif-Kualitatif. Secara toeri perkawinan adalah hubungan antara
laki — laki dan perempuan yang telah disyariatkan dalam Islam. Hal ini
dilaksanakan demi untuk melaksanakan perintah Allah agar manusia tidak
terjerumus ke dalam kemaksiatan atau hal-hal buruk yang bertolak belakang
dengan ajaran agama Islam. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dapat
diartikan sebagai mitsaaqon gholiidhan yang artinya adalah pernikahan, atau akad
yang sangat kuat dengan tujuan untuk mentaati perintah Allah. Hasil Penelitian ini
membuktikan bahwa tidak memperlihatkan adanya pengatahuan yang benar, baik
orang tua angkat maupun anak angkat perihal hak waris yang dimiliki oleh anak
angkat dan tidak terdapat kesuaian antara pemberian hak harta peninggalan
terhadap anak angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan dengan perspektif hukum Islam.

Kata Kunci: Hak Harta Peninggalam, Anak Angkat, Perspektif Hukum Islam



ABSTRACT

Name of the Author : Siti Naisya Mokoginta
Student [d Number :19.1.1.012

Faculty : Sharia
Study Program : Family Law
Thesis Title : Rights of inheritance for adopted children in the

perspective of Islamic Law (Case Study of Tumpaan Baru
Village, Tumpaan Subdistrict, South Minahasa Regency)

Marriage is a relationship between a man and a woman that has been prescribed in
Islam. This is carried out in order to carry out Allah's orders so that humans do not
fall into sin or bad things that are contrary to the teachings of Islam. Marriage in
Islamic law can be interpreted as mitsaaqon gholiidhan which means marriage, or a
very strong contract with the aim of obeying Allah's commands. The purpose of this
study is to find out how the implementation of Regulation of the Minister of Religion
Number 20 of 2019 Article 4 is related to marriage registration at the Likupang
North Minahasa Religious Affairs Office and to find out what are the obstacles in
the implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019
Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious
Affairs Office. Then the problem formulation was born, namely, How is the
implementation of Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019
Article 4 related to marriage registration at the Likupang North Minahasa Religious
Affairs Office and what are the obstacles. The type of research used in this thesis is
empirical juridical or field research, which is accompanied by a Descriptive-
Qualitative Research Method. The results of this study prove that the Likupang
Religious Affairs Office of North Minahasa in the implementation of the Minister
of Religion Regulation Number 20 of 2019 Article 4 has been implemented in
accordance with applicable regulations, but with the lack of institutional education
activities to the community, many people do not understand how to register a
marriage at the Likupang KUA of North Minahasa and there are 2 main obstacles,
namely, one community that is not old enough and widows or widowers, constrained
by administrative fulfillment, and the assumption that it is enough to fulfill religious
provisions to carry out marriage, even without registering it through the Likupang
KUA.

Keywords: Implementation, Perma No. 20 of 2019, Marriage Registration

Dokumen ini telah divalidasi oleh UPT Pengembangan Bahasa IAIN Manado
Nomor registrasi : 01203
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dipahami bahwa ada tiga penerapan sistem hukum pewarisan
yaitu, hukum pewarisan perdata, hukum pewarisan Islam, dan hukum pewarisan
adat. Ketiga hukum ini menjadi dapat diterapkan karena tidak adanya Undang —
Undang (selanjutnya disingkat UU) Pewarisan Nasional yang secara khusus
dibuat menjadi satu aturan baku yang menyeragamkan semua aturan hukum
pewarisan untuk masyarakat Indonesia.*

Mawaris merupakan bentuk jamak dari kata mirast (irts, wirts, wiratsah,
dan turats, yang dimaknai dengan mauruts), secara istilah dapat diartikan harta
pusaka peninggalan dari orang yang telah meninggal yang diwariskan kepada para
keluarga yang menjadi ahli warisnya. Yang meninggalkan harta pusaka tersebut
dinamakan mawarits. Sedang orang yang berhak untuk menerima pusaka disebut
warist.> Hukum waris merupakan hukum yang mengatur peninggalan harta
seseorang yang telah meninggal dunia, dan diberikan kepada yang berhak seperti,
keluarga dan atau masyarakat yang lebih berhak. Istilah waris ada yang
mengartikan dengan harta peninggalan, pusaka atau hutang piutang yang
ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia seluruh atau sebagian akan
menjadi hak para ahli waris atau orang yang ditetapkan dalam surat wasiat.’Orang
yang meninggalkan harta pusaka adalam mawarits sedangkan orang yang
menerima harta pasakan disebut dengan warist.*

Berdasarkan pengertian di atas dapat diasumsikan bahwa waris merupakan
harta pusaka, atau barang berharga yang diwariskan kepada keluarga yang
merupakan ahli warisnya dan merupakan peninggalan dari orang yang telah

meninggal dunia.

! Mustaghfirin, “Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, dan Sisetem Hukum Islam Menuju
Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni”, Jurnal Dinamika Hukum 11,
(Februari 2011), 92.

*Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris (Semarang: Pustaka RikiPutra,
2001), 5.

® Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Prenada Media, 2004), 5-6.

* Ash-Shiddieqy, Figh Mawaris, 5.



Berkaitan dengan hal di atas, Yusuf Qardawi menyatakan bahwas adopsi
dapat menjadi benar apabilaseseorang yang melaksanakannya tidak mempunyai
keluarga, kemudian orang tua angkat bermaksud untuk merawat anak tersebut
dengan memberikannya perlindungan, pendidikan, kasih sayang, mencukupi
kebutuhan sandang dan pangan layaknya anak kandung. Adapun dalam hal nasab,
anak tersebut nasabnya tetap padaayah kandungnya karena antara anak angkat
dengan orang tua angkat tidak ada sama sekali hubungan nasab yang dapat
mempunyai hak selayaknya anak kandung.”> UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1
poin 9 tentang Perlindungan Anak. Penjelasan UU 23 Tahun 2006 pasal 47 ayat
(1) tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa anak angkat adalah
anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali
yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua
angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.®

Anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat
KHI) Pasal 171 huruf (h) adalah anak yang dalam pemeliharaan hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan, akan beralih tanggungjawabnya, dari orang tua
asalnya kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Adapun
pendapat dari beberapa imam madzhab:

1. Menurut Madzhab Malikiyah: Anak angkat adalah seorang anak yang
tidak diketahui ayah dan ibunya.

2. Menurut Madzhab Hanafiyyah: Seorang anak yang dilahirkan dan dibuang
olen orang tuanya karena takut miskin, atau untuk menghilangkan
kejelekan yang ditimbulkannya.

3. Menurut Madzhab Hanabilah: Seorang anak yang belum baligh yang tidak
diketahui nasabnya serta penanggungjawabnya, yang dibuang atau tersesat
dan tidak jelas kedua orangtuanya sampai ia dewasa.

® Yusuf Qardhawi, Halal Dan Haram Dalam Islam (Surakarta: Era Intermedia, 2005), 319.

6 Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak LN Tahun 2002 Nomor 109,
Undang-undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan LN Tahun 2006
Nomor 124.

" Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama (Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2008), 21.



4. Menurut Madzhab Syafi’iyah: Setiap anak kecil yang terbuang dan tidak
mempunyai penanggungjawab.®

Adapun dalil mengenai kedudukan anak angkat perihal warisan dalam
Islam, terdapat pada Q.S Al-Ahzab ayat 4-5:

o G "\W%ﬁg\&)\y&w JERE KRN EUNEEE

,.,?wra);;\ M‘ ka1 ﬁmg@guﬁp%ﬁs;f;u\g;u;\

L br&kﬁ,rﬁfwﬂs&rﬁy\,wuwpw .«mumxf
Lw,\wpwug(&,bu uuﬂﬂ,g

Terjemahnya:

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam
rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu
sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai
anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di
mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia
menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat
itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil
pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,
maka (panggillah mereka sebagai) saudara- saudaramu seagama dan
maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu
khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh
hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’

Berdasarkan kedua ayat diatas, mayoritas ulama berpendapat bahwa
hubungan antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak melebihi sekedar
hubungan kasih sayang. Apabila ayah atau ibu angkat meninggal dunia, anak
angkat tidak termasuk sebagai ahli waris yang memiliki hak untuk menerima
warisan.*

Adapun dalam hal masalah pewarisan, anak angkat hanya berhak
menerima wasiat yang ada kaitannya dengan harta peninggalan orang tua
angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi “terhadap
anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak

banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.” Hal ini dilakukan karena

8 Anonimus, Mausu’ah Al Fighiyyah Jil. XXXV, Wizarah Al-Augaf wa Syu’'un Al- Islamiyah
(Kuwait, 1995), 310.
° Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya (Tangerang: PT. Panca Cemerlang, 2022), 602.

19 Nasroen Haroen, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ikhtiar Baru, 1996), 84.



atas dasar rasa kasih sayang orang tua terhadap anak, dan juga rasa terima kasih
karena semasa hidup orang tua angkatnya, si anak telah berbuat baik menemani
orang tua angkatnya, oleh karena itu Islam sama sekali tidak menutup
kemungkinan anak angkat mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua
angkatnya. Melihat ketentuan diatas, jelas bahwa anak angkat hanya dalam hal
pemeliharaannya dan pendidikannya saja yang beralih dari orang tua kandung
kepada orang tua angkat, akan tetapi untuk masalah perwalian dalam pernikahan
dan masalah waris, anak angkat tetap saja berhubungan dengan orang tua
kandungnya, tetapi apabila orang tua angkatnya ingin memberikan warisan
kepada anak angkatnya tersebut, maka pemberiannya dilakukan dengan hibah atau
wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya semasa
hidupnya.'*

KHI menegaskan bahwa anak angkat dan orang tua angkat bukan
merupakan hubungan mewarisi. Tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya
lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua
angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Dasar
pewarisan menurut KHI disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) diketahui bahwa,
dasar mewaris menurut hukum Islam hanya 2 sebab yakni sebab adanya hubungan
darah dan sebab perkawinan. Anak angkat tidak termasuk ke dalam 2 kategori
yang disebutkan di atas, karena anak angkat bukan satu kerabat atau satu
keturunan dengan orang tua angkatnya, dan bukan pula lahir dari perkawinan
yang sah dari orangtua angkatnya. Oleh karena itu, di antara anak angkat dan
orang tua angkatnya tidak berhak saling mewarisi. Hak saling mewarisi hanya
berlaku antara anak angkat dengan orang tua kandungnya atas dasar hubungan
darah."

KHI yang sekarang menjadi acuan oleh pengadilan agama bahwa anak
angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidakboleh lebih dari 1/3
(sepertiga) harta. Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat ataupun
orang tua angkatnya berhak mendapatkan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3

(sepertiga), apabila anak angkat atau orang tua angkatnya tidak menerima wasiat,

1 Ahmad Kamil & Fauzan, Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia
(Jakarta: Rajawali Press, 2010), 102.
!2 Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, 130-131.



maka dengan demikian wasiat wajibah adalah merupakan jalan keluar dari pada
anak angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan bagian dari harta
peninggalan tersebut. Namun masalah ini banyak masyarakat umum yang belum
mengetahui dan belum memahami kedudukanwasiat wajibah yang sebenarnya.*®

Menurut Imam Malik Wasiat merupakan sesuatu perikatan yang
mengharuskan penerima wasiat memperoleh hak 1/3 harta peninggalan si
pewaris sepeninggal atau mengharuskan penggantian hak 1/3 harta tersebut
kepada si penerima wasiat. Uraian diatas menegaskan bahwa ketentuan maksimal
hak harta wasiat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan. Menurut
ketentuan pasal tersebut di atas, bahwa harta warisan seorang anak angkat atau
orang tua angkat harus dibagi sesuai dengan aturannya vyaitu dibagikan kepada
orang-orang yang mempunyai pertalian darah (kaum kerabat) yang menjadi ahli
warisnya. Berdasarkan aturan ini orang tua anak atau anak angkat tidak akan
memperoleh hak kewarisan, karena dia bukan ahli waris. Dalam KHI orang tua
angkat secara serta merta dianggap telah meninggalkan wasiat (dan karena itu
diberi nama wasiat wajibah) maksimal sebanyak 1/3 (sepertiga) dari harta yang
ditinggalkan untuk anak angkatnya, atau sebaliknya anak angkat untuk orang tua
angkatnya, dimana harta tersebut dalam sistem pembagiannya bahwa sebelum
dilaksanakan pembagian warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah
harus ditunaikan terlebih dahulu.

Pengaturan wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam
Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian wasiat
wajibah dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua
angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat
dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Kedudukan anak angkat dalam hukum
waris tidak banyak dibahas oleh imam madzhab dan para pengikut pendapat
mereka, pembahasan hanya berkisar pada status hukum anak angkat yang
dipungut. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak angkat tidak mempunyai bagian
harta warisan orangtua angkatnya, hal ini sesuai dalil QS.Al-Ahzab ayat 4-5. KHI
menegaskan bahwa antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak ada

hubungan kewarisan, tetapi sebagai pengakuan dari lembaga pengangkatan anak,

13 Arpani, Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam),
Artikel Hakim, (Bontang: Pengadilan Agama Bontang, 2001), 3.



maka hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan
dengan perantaraan wasiat atau wasiat wajibah.**

Pengangkatan anak memilik potensi terciptanya ketentuan hukum yang
baru, jika orang tua angkat meninggal dunia maka akan mengakibatkan
perdebatan terkait pembagian harta warisan. Dalam hal ini anak angkat memiliki
hak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan yang ada, karena anak angkat
bisa menggunakan ketentuan wasiat wajibah. Pelaksanaan wasiat wajibah
disarkan pada ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa wasiat wajibah perlu
untuk dilaksanakan, dengan Kketentuan tersebut memungkinkan dalam
pelaksaannya anak angkat tidak memerlukan bukti baik ucapan ataupun kehendak
dari orang tua angkat.

Dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan atas UU Nomor 7
tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Dalam penjelasan pasal 49 huruf a, angka
20: “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan , dan
menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama
Islam dibidang: penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan
anak yang berdasarkan hukum Islam”.

Dari permasalahan diatas, maka penulis memiliki atensi untuk melakukan
penelitian terkait persoalan pemberian waris terhadap anak angkat yang terjadi di
kalangan masyarakat Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan yang di mana dalam proses pengangkatan anak hanya melalui
cara kekeluargaan. Hal ini menyebabkan persoalan hukum di kemudian hari
terkait dengan pemberian harta warisan kepada anak angkat, yang dimana
sepasang suami istri memiliki anak angkat yang tidak melalui putusan pengadilan.
Tetapi pasangan suami istri ini memberikan harta warisan tersebut kepada anak
angkat dikarenakan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki anak kandung
sendiri yang dimana didalam hukum Islam atau KHI tidak ada ahli waris terhadap
anak angkat sedangkan dalam KHI anak angkat hanya mendapatkan wasiat
wajibah sebesar 1/3 dari harta peninggalan dan itupun harus melakukan
pengangkatan anak melalui putusan pengadilan agama sedangkan yang terjadi di

masyarakat Desa Tumpaan Baru sebagian kalangan masyarakat tidak melalui

4 Arpani, 135.



B.

pengangkatan anak dari pengadilan agama. Dalam hal ini, penulis memiliki
asumsi bahwa ketidaktahuan masyarakat mengenai pengangkatan anak dan
hukum waris membuat masyarakat tidak menerapkan pembagian hak harta waris
dengan cara yang benar, termasuk hak wajibah yang dimiliki oleh anak angkat.
Untuk megetahui lebih dalam mengenai lebih dalam mengenai penerapan
pembagian hak harta waris pada anak angkat di Desa Tumpaan Baru Kecamatan
Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan, maka dari itu penulis akan melakukan
penelitian ilmiah skripsi. Adapun penelitian yang berjudul: “Hak Harta
Peninggalan Terhadap Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”
(Studi Kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa
Selatan)
Identifikasi dan Batasan Masalah
1. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka
dapat didentifikasi masalah sebagai berikut:

a. Anak angkat tidak memiliki hak sepenuhnya dari harta
peninggalan orang tua angkat.

b. Anak angkat yang tidak mendaptakan wasiat dari orang tua
angkatnya hanya memiliki hak harta peninggalan, wasiat wajibah
sebanyak 1/3 dari harta peninggalan.

c. Anak angkat yang mendaptkan wasiat wajibah hanya akan
memperoleh hak atas peninggalan harta benda, apabila proses
pengangkatannya sebagai anak melalui putusan pengadilan agama.

2. Batasan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu ada batasan masalah
agar dalam penelitan dan pengkajian lebih terfokus pada masalah —
masalah yang ingin dipecahakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan
penerapan pemberian hak harta peningalan pada anak angkat dan
kesesuaiannya dengan hukum Islam di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan

Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selaltan.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan
masalah yang dijadikan acuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah pewaris
meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan?

2. Apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak angkat di Desa
Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan sesuai
dengan perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penilitian
ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran pembagian waris hak anak angkat setelah
pewaris meninggal dunia di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan,
Kabupaten Minahasa Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah pemberian hak harta peninggalan terhadap anak
angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten
Minahasa Selatan sesuai dengan perspektif hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penilitian yang fokus pada masalah hak harta peninggalan terhadap anak
angkat di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa

Selatan ini, dapat memiliki kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dalam penelitian ini adalah, dapat secara
otomatis menambah wawasan penulis tentang hak harta peninggalan
terhadap anak angkat dalam perspektif hukum islam, dan diharapkan dapat
menambah wawasan mahasiswa Isntitute Agama Islam Negeri Manado
berkaitan dengan hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam
perspektif hukum islam di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan,

Kabupaten Minahasa Selatan.



2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dalam penelitian ini adalah, diharapkan dapat
menjadi masukan penulis bagi masyarakat, serta Pengadialan Agama
Kabupaten Minahasa Selatan, serta masyarakat terkait dengan hak harta
peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum islam di Desa
Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan.

F. Definisi Operasional
Definisi Operasional adalah bagian dimana penulis akan memberikan
penjelasan secara komprehensif mengenai variable yang menjadi fokus penilitian
yang akan penulis lakukan. Adapun Definisi Operasional yang akan penulis
jelaskan, sebagai berikut:
1. Hak Harta Peninggalan

Hak harta peninggalan secara bahasa berasal dari bahasa Indonesia
yang terdiri dari 3 suku kata, yaitu hak, harta, dan peninggalan. Hak
artinya milik atau kepunyaan'®, harta artinya barang — barang yang
menjadi kekayaan®, sedangkan peninggalan artinya barang yang
ditingalkan atau warisan'’. Hak harta peningaalan secara bahasa dapat
diartikan, perbuatan memiliki barang atau kekayaan dari barang yang
ditinggalkan.

Secara istilah Abubakar mendefinisikan hak harta peninggalan
adalah, kepemilikan terhadap harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik
berupa benda yang menjadi miliknya tau kekayaannya.®

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengartikan hak harta
peninggalan adalah, kepemilikan secara sah berkaitan dengan sesuatu
benda atau kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia.

2. Anak Angkat
Anak angkat dalam KBBI disebut sebagai pungut'®, artinya adalah

anak orang lain yang ambil sebagai anak.

1> Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 502.

'8 Sugono, 512

7 Sugono, 1527

18 zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang — Undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 1993), 77.

1% Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, 59.
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Menurut mardani anak angkat adalah, anak yang hanya dialihkan
dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain, yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak
tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan
keputusan penetapan pengadilan.?

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mengartikan anak angkat
adalah, anak yang dialihkan status haknya sebagai anak dari orang tua
kandung kepada orang tua anak melaui keputusan penetapan pengadilan.

3. Perspektif Hukum Islam

Dalam KBBI perspektif adalah anggapan tentang sesuatu hal dari
seseorang,?! hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau
adat yang berlaku untuk semua orang dalam masyarakat,? Islam adalah
agama yang dijarkan oleh Nabi Muhammad. Secara bahasa perspektif
hukum Islam adalah, sebuah pandangan mengenai aturan — aturan yang
berlaku dalam ajaran agama Islam.?

Mengutip At-Tahanawi dan Kisyaaf dalam Istilahaat Al-Funuun
definid dari  perpektif hukum islam adalah pandangan — pandangan
tentang aturan yang mengatur umat Islam dalam menangani perkara dunia
dan akhirat.

Berdasarkan definisi tersebut, penulis mangartikan perspektif
hukum islam adalah suatu sudut pandang tentang aturan atau ketentuan
yang berlaku bagi umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat.

G. Penelitian Terdahulu
penelitian terdahulu merupakan kesempatan bagi calon peneliti untuk
mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstentif terhadap literatul - literatul
yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan
agar calon peneliti mampu mengidentifikasi kemungkinan signifikansi dan

kontribusi akademik dari penelitiannya dalam konteks dan waktu tempat tertentu.

20 Mardani, Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam, Vol. 8 No 2, 5.
2! Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, 1607.

22 Sugono, 545.

2% Sugono, 565.
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Namun ada beberapa karya ilmiah yang mempunyai korelasi dengan
permasalahan yang akan diangkat oleh penulis. Antara lain:

1. Skripsi dengan judul Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak
Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec.
Nguter, Kab. Sukoharjo).?* Pada penelitian ini menjelaskan bagaimana
praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat perspektif
Kompilasi Hukum Islam dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana praktik
pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Kecamatan Nguter
Kabupaten Sukoharjo, (2) Apakah praktik pembagian harta peninggalan
kepada anak angkat di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo sudah
sesuai dengan KHI, dan apa faktor yang mempengaruhi. Tujuan dan
manfaat dari penelitian ini dapat meningkatkan wawasan tentang hak,
batasan-batasan dan juga harta waris yang boleh diberikan kepada anak
angkat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan
sifat penelitian deskriptif analitif memberikan atau uraian tentang faktor
dan implikasi praktik pembagian warisan. Data-data yang ada kemudian
dianalisis sehingga menemukan sebuah kesimpulan. Untuk lokasi
penelitian di Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian
berupa wawasan, ilmu-ilmu tentang pembagian harta waris kepada anak
angkat sesuai dengan KHI yang berlaku di Indonesia, guna memberi
kefahaman kepada orang tua angkat yang masih awam dengan ketentuan
yang berlaku.

Praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat yang
terjadi di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo, terdapat anak angkat
yang sama sekali tidak mendapatkan harta peninggalan dari kedua orang
tua angkatnya dan juga terdapat anak angkat yang mendapatkan
keseluruhan dari harta orang tua angkatnya karena tidak memiliki ahli
waris sama sekali. Demikian itu tidak sesuai dengan Pasal 209 ayat (2)

KHI yang menjelaskan bahwasanya “Terhadap anak angkat yang tidak

% Daffa Yurdhika Azhari, “Praktik Pembagian Harta Peninggalan Kepada Anak Angkat Dalam
Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo)”, (Skripsi,
Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2022), vii.
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menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan kedua orang tua angkatnya”. Maka dapat disimpulkan bahwasanya
praktik pembagian harta peninggalan kepada anak angkat di Kecamatan
Nguter Kabupaten Sukoharjo tidak sesuai dengan KHI.

Penilitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan
masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penilitian yang akan
dilaksanakan.

2. Journal dengan judul Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada
Masyarakat Muslim Indonesia oleh Syahrul Mubarak Subeitan.?®
Penelitian ini berfokus pada ketentuan-ketentuan hukum waris yang
berlaku di Indonesia dengan melihat probematika pada masyarakat muslim
Indonesia. Adapun Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, yaitu penelitian ini digunakan
untuk melihat suatu fenomena dan problematika sosial yang terjadi pada
masyarakat muslim Indonesia. Data atau informasi didapatkan dari
berbagai literatur yang terkait.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, bahwa ketiga sistem hukum
waris di Indonesia, yaitu adat, Islam dan barat, tetap berlaku dan
diimplementasikan hingga saat ini. Penggunaan sistem dapat dilihat dalam
sengketa warisan. Dalam masyarakat, telah berubah dari bergeser norma-
norma warisan dari adat hukum ke hukum barat, atau hukum adat ke
hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari alasan pihak-pihak yang
bersengketa di pengadilan. Dalam menerapkan hukum waris, parameter
peradilan hukum tidak dapat ditentukan dengan benar kecuali ditentukan
oleh undang-undang yang berlaku.

Bahkan penerapan hukum waris kontemporer yang didasarkan
dengan fikih klasik, namun tetap relevan dengan problematika masyarakat
muslim Indonesia. Hal tersebut didasarkan karena interpretasi masyarakat
dalam membentuk suatu aturan hukum, baik dalam penerapan adat

kebiasaan maupun kodifikasi dari berbagai aturan yang ada. Di satu sisi

2 Syahrul Mubarak Subaitan., “Ketentuan Waris Dan Problematikanya Pada Masyarakat Muslim
Indonesia,” Jounal of Islamic Family Law 1, no. 2 (2021): 113 — 24.
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bahwa belum adanya produk hukum yang utuh dan berlaku bagi setiap lini
masyarakat secara nasional yang mengatur hukum waris. Dari semua
ketentuan waris yang ada dan tidak bisa dipungkiri bahwa pilihan hukum
pada masyarakat muslim Indonesia yang berbeda-beda, namun tetap
dengan suatu tujuan untuk menggapai kemaslahatan pada setiap pihak.

Penilitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan
masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penilitian yang akan
dilaksanakan.

3. Skirpsi dengan judul Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung
Mudik Kecamatan Barus) oleh Andry Fauzan Zebua.?® Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian harta waris
terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, untuk mengetahui
pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta
waris kepada anak angkat serta untuk mengetahui analisis KHI terhadap
pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik
pemberian harta waris terhadap anak angkat dan pemahaman tokoh agama
Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak
angkat serta bagaimana analisis KHI terhadap pemberian harta waris
terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan studi lapangan (field
research), yang bersifat deskriptif dengan cara memperoleh data- data dari
hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Lokasi penelitian pada
penelitian ini bertempat di Desa Kampung Mudik, Barus, Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara. Sumber data, data primer yaitu data-data yang
diperoleh dari orangtua yang mengangkat anak yang telah diwawancarai
beserta tokoh agama di Desa Kampung Mudik dan Kepala Kementrian

Agama Tapanuli Tengah. Data sekunder berupa data-data pendukung

%6 Andry Fauzan Zebua, “Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi
Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung Mudik Kecamatan Barus)” (Skripsi, Medan,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022), iv.
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lainnya. Subjek penelitiannya adalah Desa Kampung Mudik dan objek
penelitiannya adalah Pemberian Harta Waris Terhadap Anak Angkat
Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kampung
Mudik Kecamatan Barus).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orangtua yang mengangkat
anak angkat menganggap bahwa kedudukan anak angkat sama dengan
kedudukan anak kandung, yakni bagian inti dari keluarga dan
mendapatkan harta waris. Dalam praktik pelaksanaan pembagian warisan
kepada anak angkat di Desa Kampung Mudik menganut sistem kewarisan
individual. Sedangkan Tokoh Agama Desa Kampung Mudik dan Kepala
Kementrian Agama Tapanuli Tengah menganggap anak angkat bukan
sebagai ahli waris bagi harta warisan keluarga

Penilitian ini memiliki cakupan masalah yang relatif sama dengan
masalah yang penulis teliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian
penulis terletak pada lokasi dan sumber informasi dari penilitian yang akan

dilaksanakan.
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BAB Il
LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hukum Waris

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang telah wafat
meliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak
mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Pewarisan
merupakan peristiwa hukum yang menjadi sebab beralihnya harta kekayaan
pewaris (almarhum) kepada yang memiliki hak untuk mewarisi. Beralihnya harta
kekayaan tersebut bukan karena perjanjian, melainkan karena ketentuan-ketentuan
undang-undang atau aturan yang diberlakukan dalam masyarakat. Harta kekayaan
yang ditinggalkan oleh orang yang telah wafat itu kepada keturunannya. Disinilah
timbul pengertian tentang hukum waris.?” Menurut Kompilasi Hukum Islam
(KHI), Hukum kewarisan adalah hukum tentang peralihan hak kepemilikan harta
yang ditingggalkan (tirkah) pewaris, menentukan yang berhak atas harta
peninggalan dan berapa banyak takaran pembagiannya masing - masing. Dalam
KHI ahli waris adalah orang yang dalam suatu ikatan persaudaraan, atau ikatan
pernikahan yang sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak ada ketentuan
hukum yang menghalangi untuk menjadi ahli waris.

Pengertian waris dari kata mirats, menurut bahasa adalah berpindahnya
sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum yang
lain. Sesuatu ini bersifat umum, bisa berupa harta, ilmu, keluhuran atau
kemuliaan.?®

Sedangkan secara terminologi waris yaitu pemindahan sebuah harta dari
seorang yang sudah wafat kepada ahli waris yang telah ditetapkannya untuk
memperoleh harta peninggalan. Hukum waris yaitu seperangkat norma atau aturan
mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban dari orang yang telah
wafat kepada orang yang berhak menerimanya. Atau dalam pengertian lainnya,
hukum waris yaitu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan orang
yang telah wafat kepada satu atau beberapa orang lain.

Adapun kata Mawaris lebih melihat kepada yang menjadi objek dari

27 Kasuwi Saiban, Hukum Waris Islam (Malang: UM Press, 2007), 2.
28 Alimin, Konsep Waris Dalam Islam (Jakarta: Puslitbang Kemenag, 2011), 13.
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hukum ini. Sebab, kata mawarits adalah bentuk plural dari kata miwrats yang

berarti mauruts; harta yang diwarisi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan

arti kata warits yang digunakan pada beberapa kitab dipahami sebagai orang yang

menerima harta warisan itu; karena kata warits artinya adalah seorang pewaris.

Sedangkan dalam istilah KHI sebagaimana Pasal 171 sudah dijelaskan berkaitan

dengan hukum kewarisan, dengan ketentuan umum yang dimaksud dengan:®®

1.

Hukum kewarisan adalah pereturan hukum tentang peralihan hak suatu
harta yang ditinggalkan (tirkah) pewaris, menentukan yang berhak atas
harta peninggalan dan berapa banyak takaran pembagiannya masing -
masing.

Pewaris adalah orang beragama Islam yang telah wafat, dan ditetapkan
wafat berdasarkan keputusan yang ditetapkam oleh Pengadilan,
meninggalkan warisan.

Ahli waris adalah orang yang dalam suatu ikatan persaudaraan, atau ikatan
pernikahan yang sah dengan pewaris, beragama Islam dan tidak ada
ketentuan hukum yang menghalangi untuk menjadi ahli waris..

Harta peninggalan adalah harta yang atau benda ditinggalkan oleh pewaris.
Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama
setelah digunakan untuk keperluan pewaris yang telah wafat selama dia
sakit, biaya yang dikeluarkan selama pengurusan jenazah, serta biaya
pelunasan hutang dan pemberian untuk kerabat.

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Anak angkat adalah anak yang berdasarkan keputusan pengedilan beralih
tanggung jawab pemeliharaan kehidupannya dari orang tua kandung
kepada orang tua angkat.

Masalah waris telah ada pada masa jahiliyyah hingga Kini, sehingga

terdapat beberapa hukum yang menerangkan mengenai waris. Dasar hukum

adanya waris dibahas dalam al-Qur’an dan hadist. Ayat-ayat alQur’an yang terkait

dengan hukum waris terdapat dalam Surat An-Nisa’ ayat 11:

2% Mahkamah Republik Indonesia Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: t.p, 2001), 49.
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Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan
untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan
bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan
yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta
yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia
memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika
dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak
mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai
beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau
(dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,
kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak
manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha
Mengetahui, Mahabijaksana.*

Hukum waris dalam agama Islam mengatur bahwa Anak angkat hanya
dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua kandungnya begitupun
sebaliknya, ayah kandung juga dapat mewarisi harta peninggalan anak kandung
begitupun sebaliknya. Waris orang tua angkat pada anak angkat dapat dipahami
ketentuannya dalam wasiat wajibah, yakni pembagian 1/3 harta yang ditinggallan
orang tua angkat. Hukum waris adalah hukum atau seperangkat aturan berkaitan
dengan pemindahan hak kepemilikan harta (tirkah) pewaris, menentukan ahli
waris dan berapa banyak takaran pembagiannya masing-masing (Pasal 171 huruf
a KHI). Sebelum harta peninggalan berali hak, terlebih dahulu diperhatikan hal —
hal mengenai harta peninggalan tersebut, sebab pewaris mempunyai utang yang
belum terbayarkan, meninggalkan wasiat berkaitan dengan harta peninggalan.

Faktor yang penyebab terjadinya warisan adalah hubungan kekerabatan

atau nasab, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudara kandung, seayah, seibu

%0 Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, 106.
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dan sebagainya. Hubungan perkawinan, yaitu suami atau isteri, meskipun yang
telah bercerai, tetapi masih dalam masa iddah talak raj’i. Kemudian berkaitan
dengan anak angkat sebagaimana ketentuan hukum Islam, anak angkat tidak
mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Tetapi, anak angkat bisa
mendapat hak pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya melalui
mekanisme lainnya.
B. Komponen - Komponen Hukum Waris
1. Ahli Waris

Seorang dengan ikatan kekerabatan atau kekeluargaan dengan
pewaris yang telah wafat dan berhak mendapatkan harta peninggalan
tersebut. Yang memiliki hak untuk menerima warisan sebagaimana
pandangan agama adalah, sebagai berikut:*

Laki — laki yang dapat menerima warisan adalah, anak laki-laki,
cucu laki-laki yang merupakan cucunya anak laki-laki, ayah, kakek yang
merupakan orang tua ayah, saudara laki-laki kandung baik yang seayah
ataupun yang seibu, anak laki-laki yang merupakan anak dari saudara laki-
laki kandung, anak laki-laki yang merupakan anak dari saudara laki-laki
seayah, paman yang merupakan saudara kandung ayah, paman yang
seayah dengan ayah, anak laki-laki dari paman yang merupakan saudara
kandung dari ayah, anak laki-laki dari paman yang seayah dengan ayah,
suami, dan seorang laki-laki yang memerdekakan budak. Jika semuanya
ada, maka yang memiliki hak untuk mendapatkan bagian yaitu, anak laki-
laki, suami, dan ayah.

Perempuan yang dapat menerima warisan adalah, anak perempuan,
cucu perempuan yang merupakan anaknya anak laki-laki, ibu, nenek
merupakan orang tua ibu, nenek yang merupaka orang tua ayah, saudara
perempuan kandung, yang seayah ataupun seibu, istri, dan perempuan
yang membuat budak merdeka. Jika seluruh ahli waris masih ada, maka
yang berhak mendapatkan warisan adalah, anak perempuan, cucu
perempuan yang merupakan anaknya anak laki-laki, ibu, saudara

perempuan kandung, dan istri. Dari semua ahli waris yang telah diuraikan

31 Saiban, Hukum Waris Islam, 14.
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di atas, ada 5 ahli waris yang tidak putus dalam kondisi apapun, yakni
suami, istri, ayah, ibu, dan anak (laki-laki atau perempuan).
2. Pengelompokan Ahli Waris
Dalam pengelompokannya penerima warisan dapat diklasifikasikan
menjadi tiga, yakni kelompok berdasarkan hubungan darah, kelompok
berdasarkan hubungan perkawinan,* serta pengecualiannya.
a. Hubungan Darah

Dalam hubungan darah yang memiliki hak untuk menerima
warisan bisa diklasifikasi menjadi dua golongan, yakni golongan
laki — laki yang adalah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan
kakek, serta golongan perempuan adalah, ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dan nenek.

b. Hubungan Perkawinan

Dalam hubungan perkawinan yang memiliki hak untuk
menerima warisan adalah suami, istri, duda ataupun janda.

Apabila semua yang memiliki hak waris berdasarkan 2
kelompok tersebut ada, maka yang memiliki hak untuk
mendapatkan warisan adalah anak, orang tua laki —laki (ayah),
orang tua perempuan (ibu), janda atau duda. Apa bila yang berhak
akan warisan wafat sebelum pewaris wafat, maka hak waris bisa
diberikan pada anaknya dengan ketentuan warisan yang akan
diberikan pada anaknya tidak bisa takarannya lebih dari bagian ahli
waris yang derajatnya sama dengan yang digantikan.

c. Pengecualian
Dalam ketentuan hukum agama Islam, faktor penyebab
seseorang dapat waris mewarisi adalah sebagi berikut:®
1) Adanya Hubungan Kekeluargaan
Adanya hubungan persaudaraan antara pewaris
dengan yang berhak akan warisan karena keturunan, seperti

bapak, ibu, cucu, dan saudara.

%2 Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Figih Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:
Gaya Media Pratama, 1997), 196-97.
%% Dian Khairul Umam, Figih Mawaris (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 22-23.
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Adanya hubungan perkawinan

Yang dimaksud dengan hubungan perkawinan
adalah perkawinan yang sah. Dengan perkawinan yang
dianggap sah menjadikan berlakunya hukum waris antara
pasangan dalam ikatan perkawinan .Adapun pasangan yang
dinggap tidak sah dalam perkawinannya mengakibatkan
tidak terpenuhi hukum waris. Perkawinan yang sah tidak
hanya perkawinan yang sesuai ketentuan hukum agama,
tapi harus sesuai juga dengan ketentuan hukum negara.
Adanya hubungan wala’

Hubungan wala’ adalah suatu keadaan di mana
tercipta hubungan kewarisan karena memerdekakan hamba
sahaya.

Adanya hubungan agama

Jika seorang pewaris yang wafat meninggalkan harta
warisan yang banyak, sedangkan dia tidak mempunyai ahli
waris yang harus mewarisi, maka harta peninggalannya bisa
disalurkan ke baitul mal untuk kepentingan umat islam yang
menjadi memilki hak atas harta peninggalannya.

Selain faktor penyebab seseorang dapat waris
mewariskan sebagaimana yang telah diuraikan, selain itu
terdapat pengecualian. Sebagaiman pengecualian yang
dimaksud adalah seperti anak angkat. Anak angkat pada
dasarnya tidak memiliki hak mewarisi harta peninggalan
orang tua angkatnya, begitupun sebaliknya. Akan tetapi
dalam KHI, kaitan anak dengan orang tua angkatnya
ditentukan bagian harta yang bisa diperolehnya
sebagaimana orang lainnya yang memiliki hak akan harta
peninggalan. Hal ini bisa diperhatikan pada pasal-pasal di
bawah ini: Pasal 171 (h): Anak angkat adalah anak yang
kehidupannya, biaya untuk pendidikan dan biaya lainnya

lepas dari orang tuakandungnnya dan menjadi tanggung
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jawab orang tua angkatnya berdasarkan penetapan putusan
pengadilan. Pasal 209: Warisan anak angkat pembagiannya
sesuai dengan pasal 176 sampai dengan pasal 193
sebagaiman tersebut diatas, sedangkan anak angkat atau
orang tua angkat yang tidak diberikan wasiat sebelum
pewaris meninggal dunia, maka bisa diberikan wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan

yang ditinggalkan pewaris.

C. Rukun, Syarat, dan Gagasan Dalam Pembagian Waris
1. Rukun Waris

C.

Diantara rukun waris adalah, Al-Muwarits, Al-Warits, dan Maurus.
Al-Muwarits (pewaris) vyaitu orang yang telah wafat dan
meninggalkan harta yang dapat diwariskan pada orang lain (ahli
waris) setelah dia dimakamkan.

Al-Warits (ahli waris) orang memiliki ikatan kekerabatan,
perkawinan atau perbudakan dengan pewaris, yang karena hal
tersebut membuat dia memilik hak atas harta peninggalan yang
ditinggalkann oleh pewaris.

Maurus artinya adalah harta peninggalan.

2. Syarat Menerima Waris

Syarat menerima waris atau mendapatkan warisan ada 3 yakni,

Meninggalnya pewaris (Muwarits), ahli warisnya masih hidup, dan bisa

dimengerti status serta kedudukannya dalam pembagian warisan seperti

bapak, ibu, saudara dan lain sebagainya.*

3. Gagasan Pembaharuan Dalam Pembagian Waris

a. Pembagian Warisan Secara Damai

Secara normatif, ketentuan pembagian dalam pewarisan
dapat dilaksanakan kecuali berpedoman pada Al- Qur’an dan Al-
Sunnah. Kesepakan para ulama bahwa ketentuan dalam nash
tersebut termasuk sunnah yang menunjukkan (dalalah) gath iy.

Meski demikian kenyataannya, banyak masyarakat yang

% Ali Al-Soubuni, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: PT.Tatanusa, 2005), 49.
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mengambil keputusan dengan menempuh jalur damai. Boleh jadi
karenapada realitasnya yang memiliki  hak untuk menerima
warisan lebih banyak, secara finansial sudah masuk kategori
menengah ke atas, sedangkan orang yang hanya memiliki hak
mendapatkan bagian lebih sedikit, kemampuan finansialnya
membuat prihatin. Pembagian warisan dengan cara damai bertujuan
agar tidak terjadi perkelahian antar sanak saudara dikarenakan satu
sama lain ingin menguasai harta peninnggalan. KHI dalam pasal
183 mengatur pembagian harta peninggalan dengan cara damai
dengan pernyataan, para ahli waris bisa menyepakati melakukan
perdamaian dalam pembagian warisan setelah semua telah
memahami takaran pembagiannya.

Pembagian Warisan Ketika Pewaris Masih Hidup

Secara normatif, pembagian warisan hanya terjadi jika muwarris
sudah telah wafat, apakah wafat secara hakiki, hukmi atau taqdiri.
Kematian muwarris adalah salah satu ketentuan yang telah di
sepakati para ulama, dengan tujuan agar harta warisan dapat dibagi.
Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi di kalangan masyarakat,
kebanyakan pihak orangtua (calon muwarris) ingin agar ketika dia
sudah meninggal dunia, anak-anak dan ahli yang berhak atas
warisan yang dimilikinya untuk salalu hidup dalam rukun dan
damai dalam persaudaraan. Biasanya untuk mewujudkan
keinginannya maka diberkanlah hibah, yaitu dalam keadaan masih
hidup pewaris akan melakukan pembagian harta yang dimilikinya

kepada ahli waris.*

Harta peninggalan adalah apapun benda yang merupakan peninggalan

orang yanga telah wafat baik harta yang dimilikinya secara langsung ataup harta

yang dimilikinya secara tidak langsung. Setelah seseorang wafat, maka akan

dilakukan pemisahan antara harta yang dalam hak kepemilikannya dan harta yang

bukan dalam hak kepemilikannya. Pemisahan harta peninggalan dalam hal ini,

% Rofiq Ahmad, Figih Mawaris (Jakarta: PT RajaGraindo Persada, 2001), 198-201.
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termasuk harta bersama yang harta tersebut didapatkan setelah terjadi perkawinan
antara pewaris dengan istrinya.

Harta juga menjadi kebutuhan dasar bagi manusia ketika hidup di dunia ini
dan tidak satupun orang yang tidak menginginkan memiliki harta dalam
kehidupannya di dunia. Harta diibaratkan seperti kekasih yang paling berharga
keberadaannya sehingga tidak jarang masia saling bertikai untuk mendapatkan
harta. Manusia sering tidak mengingat batasan — batasan kaitannya dengan harta
sebagaima apa yang menjadi perintah Allah SWT. dan rasul-Nya. Manusia sering
kali lupa bahwa Allah SWT yang menciptakan dan mengadakan rezeki agar
manusia dapat menggunakannya untuk meningkatkan pengabdian kepada Allah
SWT.

Harta yang dimiliki manusia, tidak mutlak dimiliki karena suatu saat nanti
hata yang dimiliki akan dia tinggalkan dan pastinya akan beralih kepemilikannya
kepada orang lain (ahli warisnya) yang ditinggalkan. Allah SWT. berfirman pada
Surat An-Nisa’ ayat 33:
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Terjemahnya:

Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli

waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan Kkarib

kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan

mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha

Menyaksikan segala sesuatu.®

Memperhatikan ayat di atas dapat dipahami, bahwa harta yang dimiliki
tidak akan dibawa mati, dan akan diwariskan kepada yang memiliki hak unntuk
mewarisinya didasarkan kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam
Al-Qur’an.

Berkaitan dengan cara memperoleh harta Allah SWT melarang manusia
memperolehnya dengan cara yang salah sebagaimana firmannya pada Q.S. An-

Nisa’ Ayat 29-30:

*® Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, 112.
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Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan
atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh
dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Siapa
yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim
kelak Kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah
mudah bagi Allah.%

Memperhatikan ayat di atas, berkaitan perihal harta yang akan
ditinggalkan manusia, akan sangat mungkin bahwa manusia sebelum wafat harta
yang dia miliki telah bercampur dengan harta yang merupakan milik dari orang
yang lainnya. Harta dimiliki oleh orang lain sebagaimana yang dimaksud,
kemungkinan adalah milik dari salah satu yang masih hidup (suami atau istri
pewaris), milik dari kedua orang tua pewaris, milik dari anak-anak pewaris, milik
dari saudara-saudara pewaris, milik dari kakek pewaris, milik dari cucu pewaris
dan kemungkinan juga bisa termasuk milik dan hak-hak orang lain yang tidak
mempunyai hubungan kekerabatan dengan pewaris. Berkaitan dengan hal
tersebut, maka KHI dalam pasal 171 huruf d dijelaskan bahwa, harta peninggalan
adalah harta yang merupakan harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah
wafat baik barang yang dalam kepemilikannya maupun hak-hak yang
dimilikinya”. Berdasarkan pasal 171 huruf d, yang dimaksud dengan harta
peninggalan adalah harta ditinggalkan ataupun hak — hak lain yang secara murni
merupakan sesuatu yang dalam kepemilikan pewaris. Rumusan harta peninggalan
sebagaiman tercatat dalam pasal 171, persis seperti apa yang dinyatakan oleh
Muhammad Ali As-Shabuni. Muhammad Ali As-Shabuni mendefinisikan harta
peninggalan dengan kata at-tarakah (harta warisan) yakni ‘“sesuatu yang

merupakan peninggalan manusi setelah wafatnya, bisa berupa harta atau hak atas

%7 Kementerian Agama, 112.
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penguasaan keuangan atau hak lainnya.®
Pengertian harta peninggalan secara umum meliputi kebendaan, sifat-sifat
yang memiliki nilai kebendaan, benda-benda yang berkaitan dengan hak yang
dimiliki orang lain, hak-hak berasal dari kebendaan, hak-hak yang bukan berasal
dari kebendaan. Kepemilikan suatu harta peninggalan baik yang berupa harta
benda ataupun hak-hak dapat dirinci sebagai berikut:
1. Harta Benda
a. Kebendaan
1) Benda — Benda Tetap.
2) Benda — Benda Bergerak.
b. Sifat-Sifat Yang Mempunyai Nilai Kebendaan
1) Piutang-Piutang Si Pewaris.
2) Denda Wajib.
3) Uang Pengganti Qisas.
4) Dan Lain Sebagainya.
c. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain
1) Benda-Benda Yang Digadaikan oleh pewaris.
2) Barang-Barang Yang Telah Dibeli oleh Pewaris Saat
Pewaris Masih Hidup Dan Barangnya Belum Diterima.
3) Dan Lain Sebagainya.
2. Hak — Hak Kebendaan
a. Hak-hak kebendaan
1) Hak untuk mendayagunakan dan menarik hasil suatu jalan
lalu lintas.
2) Hak menggunakan sumber air minum.
3) Hak menggunakan irigasi pertanian.
4) Hak menggunakan kebun.
5) Dan Lain Sebagainya.
b. Hak — hak yang bukan kebendaan
1) Hak khiyar.

%8 Muhammad Ali As-Shabuni, Hukum Waris Menurut Syariat Islam (Surabaya: Mutiara 1lmu,
1993), 26.
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2) Hak Syuf’ah.*®

Sebagai resiko atas harta peningggalan yang dimiliki, jika terjadi peristiwa
kematian, maka harta yang ditinggalkan secara otomatis dapat diserahakan kepada
yang memiliki hak untuk mewarisi suatu harta peninggalan tersebut, meskipun
dalam realitas yang dapaat diperhatikan bahwa dalam peralihan harta tidak
langsung dikuasai atau diambil alih oleh orang yang memiliki hak waris ketikan
pewaris baru wafat. Dalam hukum Islam harta dari orang yang sudah wafat secara
otomatis beralih kepada orang yang masih berada di dunia, dapat diaratikan hal
demikian berlaku secara ijbari. Artinya proses peralihan harta peninggalan
pewaris kepada yang berhak mewarisinya secara otomatis beralih menurut
ketetapan Allah walaupun tidak ada petunjuk atau pertimbangan dari pewaris
maupun para ahli warisnya.*® Kenyataan ini dapat dilihat dalam Al-Qur’an surat
An-Nisa’ Ayat 7:

2 Jo e 0l ol 35 i Ll Sl ol 35 25 Jast
i
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Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan

kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta

peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak,
menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Berkaitan dengan ayat tersebut, maka KHI dalam pasal 188 menyatakan
bahwa, ahli waris baik secara kolektif atau individu dapat mengajukan permintaan
kepada ahli waris lainnya untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan.
Jika ada salah seorang dari ahli waris tidak mau menyepakati permintaan tersebut,
maka yang bersangkutan dapat menggugat lewat Pengadilan Agama untuk proses
secara hukum pembagian warisannya.

Mengacu pada pasal 188 KHI, pemaksaan dalam proses pelaksanaan
pembagian warisan dapat dilaksanakan oleh orang yang berhak atas warisan

apabila di antara ahli waris ada yang keberatan untuk melaksanakan pembagian,

%9 Fatchur Rahman, llmu Waris (Bandung: PT. Alma’arif, 1994), 36-37.

O Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau
(Jakarta: Gunung Agung, 1984), 18.

*! Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, 105.



27

apakah pemaksaan itu dilakukan oleh satu orang atau lebih dari satu ahli waris.
Meski demikian, warisan yang menjadi milik dan hak masing - masing ahli waris,
ada milik dan hak orang lain yang harus dipilah oleh para ahli waris sebelum
melakukan proses pembagian warisan. Berkaitan dengan hal tersebut KHI
menjelaskan tentang warisan yang berhak diwarisi dan yang berhak dijadikan
harta warisan. Pasal 171 huruf e menyatakan bahwa, harta peniggalan amerupakan
harta bawaan yang merupakan milik pewaris sepenuhnya ditambah dengan harta
bersama setelah digunakan untuk kebutuhan pewaris selama pewaris sakit hingga
wafat, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), biaya pelunasan hutang dan
pengeluarann untuk kerabat.*

Memperhatikan pasal tersebut dapat dimengerti bahwa waris yang
diwariskan pewaris memiliki potensi bercampur dengan milik orang lain seperti
dijelaskan dalam uraian sebelumnya. Melihat bentuk perolehan harta peninggalan
tersebut dengan memperhatikan penjelasan pasal 171 hurf e KHI, maka bentuk
perolehan harta peninggalan dapat dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

1. Harta Bawaan atau dapat diartikan juga sebagai harta terpisah dari milik
suami dan milik istri atau harta milik suami atau istri yang sebelum
dilaksnakan perkawinan antara keduanya, yang bisa saja berasal dari
warisan dari kedua ibu-bapak dan kerabat, hibah, hadiah dan harta yang
diperoleh dari usaha sendiri atau yang didapati dari sumber lainnya. Untuk
harta bawaan yang diperoleh dari warisan, hibah, hadiah serta sedekah dari
ibu-bapak dan kerabat mereka masing-masing setelah menikah dan bukan
karena usahanya sendiri, tetapi adalah diusahakan setelah mereka bersama-
sama sebagai suami-istri termasuk harta bawaan. Secara hukum tidak ada
pembauran anatra kedua harta tersebut yang dimiliki oleh masing — masing
sebelum mereka melaksanakan perkawinan. KHI pasal 87 ayat 1 dan 2
menjelaskan:

a. Harta yang didapatkan secara sendiri — sendiri oleh suami atau istri
adalah milik perseorangan tidak ada hak suami atas harta istri yang
diperoleh sebelum perkawinan dan begitu juga sebaliknya, kecuali

hal — hal lainnya yang diatur dalam perjanjian perkawinan.

2 zainal Abidin Abubakar, Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, 83.
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b. Suami atau istri memiliki kewenangan sepenuhnya untuk
melakukan tindakan hukum pada harta yang dimiliki secara
terpisah berupa hibah, hadiah, sedakah atau pemberian jenis
lainnya. Dalam pengelolaan meskipun sudah terjadi perkawinan
tidak dibenarkan pencampuran harta antara suami dan istri yang
didapatkan dari sebelum perkawinan dilaksanakan. Hal ini
dijelaskan dalam Kompilasi pasal 86 ayat 1 yaitu, pada dasarnya
tidak ada pembauran antara harta suami dan harta istri karena
hubungan perkawinan antara keduanya. Oleh karena hal tersebut,
maka bawaan ini tidak dapat disangkutpautkan dan dicampurkan
dengan hak pewaris sewaktu hidup atau sebelum dikuburkan.

2. Harta bersama dalam kehidupan berkeluarga, antara pewaris dan ahli waris
memiliki potensi adanya warisan yang menjadi milik bersama apakah itu
berwujud harta benda atau dalam wujud hak-hak lainnya. Keberadaan
harta bersama dalam satu keluarga sulit untuk dilakukan pemisahan karena
faktanya hampir semua pasti memiliki harta bersama. Suami dan istri
misalnya, sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhsn keluarganya,
istri mengurusi semua keperluan atau kebutuhan suami untuk berusaha
memperoleh harta yang nanti dapat digunakan untuk memenuhi kehidupan
rumah tangganya. Istrinya memberikan support pada suami dengan cara
mengurusi anak-anak mereka, ikut serta dalam mencari harta demi
menambah pendapatan keluarganya, dan bahkan ada juga yang sebaliknya
istri mencari harta dan suami di rumah mengambil peran istri menjaga
anak - anak. Dengan memandang realitas yang terjadi, maka perolehan
harta dalam satu rumah tangga tidak dapat diingkari bahwa berasal dari
hasil percampuran antara harta yang diperoleh suami dan yang diperoleh
istri. Adapun pendapat Fatchur Rahman, bahwa harta kekayaan yang
diusahakan oleh suami atau istri selama dalam masa perkawinan dimana
mereka berdua bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bekerja
ini baiknya dimaknai secara luas, sehingga istri yang dalam pekerjaannya
tidak secara nyata menghasilkan harta, seperti merawat atau mendidik

anak mereka, dapat dianggap sudah bekerja. Dan harta kekayaan yang
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didapatkan sepenuhnya oleh suami dapat menjadi milik bersama.

Untuk lebih memperjelas apa yang dimaksud Facthur Rahman
perihal bekerja dalam mendapaatkan harta bersama, maka pentting untuk
kategorisasikan harta bersama, adalah sebagai berikut:*

a. Harta yang didapati selama masih dalam satu ikatan perkawinan
adalah suatu ukuran untuk memastikan apakah barang tersebut
adalah objek harta bersama atau bukan, dapat diperhatikan saat
pembeliannya. Semua barang atau benda yang dibeli selama masih
dalam satu ikatan perkawinan yang sah adalah objek harta bersama,
tidak dapat diperdebatkan perihal siapa yang membelinya, terdaftar
atas nama siapa, dan terletak dimana.

b. Harta yang diperolen dan dikelolah sesudah perceraian tetapi
dibiayai dari harta bersama dari harta yang didapat sewaktu masih
dalam satu ikatan perkawinan, sebagai ukuran berikutnya adalah
apa saja yang dibeli, jika uang pembelinya itu bersumber dari harta
yang dimiliki bersama, maka barang tersebut adalah harta bersama,
meskipun barang tersebut peroleh atau dikelolah sesudah adanya
perceraian antara keduanya. Contoh, suami dan istri selama dalam
ikatan perkawinan yang sah memiliki royalti terhadap buku yang
dikarang. Setelah terjadinya perceraian, royalti itu menghasilkan
pendapatam. Selanjutnya, dari uang royalti tersebut, suami
investasi dengan membeli lahan yang dijadikan kebun. Dalam hal
ini, lahan dan kebun tersebut adalah objek harta bersama, meskipun
lahan dan kebun tersebut didapati setelah mereka bercerai.
Penerapan seperti ini harus dapat dipahami dengan sebaik —
baiknya guna menghindari penyimpangan dan itikad buruk salah
satu pihak. Sebab, dengan memahami hal tersebut, hak kepemilikan
atas harta bersama tidak akan berubah secara hukum, meskipun
harta tersebut telah beralih bentuk dan pemanfaatannya.

c. Harta yang dapat dibuktikan kepemilikannya diperoleh selama

masih dalam satu ikatan perkawinan. Dalam sengketa berkaitan

*3 Rahman, Ilmu Waris (Bandung: PT. Alma’arif, 1994), 41.
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dengan hak harta bersama, sangat jarang didapati prosesnya
berjalan mulus, apalagi jika peristiwa tersebut terjadi jauh setelah
adanya perceraian. Biasanya, tanggapan atas dalil gugatan
penggugat, tergugat tidak akan mengakui bahwa harta yang sedang
dipermasalahkan itu adalah sebagai harta bersama, tetapi tergugat
sering kali mengakui harta tersebut sebagai harta miliknya secara
pribadi. Kaitan dengan hal ini, yang menjadi patokan untuk
mengetahui bahwa barang yang dimaksud termasuk sebagai harta
bersama, ditentukan oleh keberhasilan penggugat dalam
membuktikan dan meyakinkan bahwa harta yang sedang
diperselisihkan adalah benar diperoleh sebelum terjadinya
perceraian dan perolehannya itu tidak melalui pemberian warisan
atau hadiah.

d. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan penghasilan yang
berasal dari harta bersama, secara otomatis dapat menjadi harta
bersama, karena harta tersebut bersumber dari harta bersama. Akan
tetapi tidak dapat diberlakukan pada harta miliki pribadi, karena
pendapaatan yang bersumber dari harta milik pribadi baik suami
atau istri, tidak ditentukannya secara lain dalam perjanjian
perkawinan.

e. Segala penghasilan pribadi suami atau isteri. Penghasilan suami
dan istri, secara otomatis adalah harta bersama, hal demikian
berdasarkan pada pasal 35 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang
menjelaskan bahwa, harta benda yang didapati selama dalam satu
ikatan perkawinan yang sah menjadi harta benda bersama, dan
pasal 1 huruf f KHI dijelaskan bahwa, harta kekayaan dalam suatu
ikatan perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik
melalui hasil usaha sendiri atau hasil usaha bersama suami dan istri
dalam suatu ikatan perkawinan adalah harta bersama.

E. Kedudukan Anak Angkat dan Hak Ahli Waris
Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh suami atau istri demi untuk

melanjutkan atau untuk mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkup
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keluarga yang belum memiliki keturunan anak kandung. Selain hal tersebut
diantara tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk menjaga keutuhan rumah
tangga dalam suatu ikatan perkawinan agar terhindar dari kemungkinan terjadinya
perceraian akibat dari belum mendapatkan keterunan, tetapi saat ini terjadinya
perubahan paradigma yang mendorong kesadaran bahwa substansi dari
pengangkatan anak adalah demi mensejahterakan anak yang diangkat. Pada
prinsipnya agama Islam mendukung segala bentuk upaya dalam melindungi anak
dan salah satu yang menjadi caranya adalah melalui pengangkatan anak. Adapun
pengangkatan anak yang diizinkan dalam Islam adalah yang tujuan pengangkatan
anak didorong oleh keinginan untuk memberikan bantuan anak tersebut dapat
mendapatkan kesejahteraan dan juga mendapatkan perlindungan tanpa harus
menjadikannya statusnya berubah menjadi anak kandung. Agama Islam
menekankan agar manusia bisa saling tolong menolong dalam kebaikan dengan
sesama manusia lainnya. Pengangkatan anak dapat disebut juga adopsi, adalah
salah satu cara untuk memberikan bantuan kepada sesama manusia, karena adopsi
dengan tujuan mengangkat anak orang dari orang tua lainnya untuk diperlakukan
bagaikan anak kandung tanpa mengubah status anak membuat anak tersebut
menjadi anak kandung adalah adopsi yang sesuai ketentuan dalam agama Islam,
dan hal tersebut adalah perbuatan yang dapat dimaknasi sebagai tindakan yang
memiliki nilai kemulian yang tinggi. Dalam pengangkatan anak meskipun
diberlakukan selayaknya anak kandung, harus diposisi bahwa haknya tidak dapat
dijadikan setara dengan anak kandung.

Oleh karena itu tidak ada hubungan spesial antara anak yang diadopsi
dengan orang tua angkat dalam hal yang berkaitan dengan keperdataan seperti
perwalian dan kewarisan. Apabila memperhatikan apa yang menjadi tujuan dari
pengangkatan anak tersebut, maka dapat dipahami bahwa pengangkatan anak
pada dasarnya dilakukan dengan tujuan saling tolong menolong antar sesama
manusia. Dalam perspektif Islam dalam hal pengangkatan anak terdapat ketentuan
yang berlaku, bahwa dalam pengangkatan anak tidak dapat memutuskan
hubungan nasab antara anak dan orang tua kandungnya, dan anak angkat tidak
dapat diposisikan sama dengan anak kandung dalam hal pewarisan, akan tetapi

ahli waris dari orang tua kandung, begitupun sebaliknya, orang tua angkat tidak
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dapat menjadi ahli waris dari anak yang diangkat olehnya. Selanjutnya, anak
angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama belakang atau marga dari orang
tua angkatnya secara langsung sebagai identitasnya, dan juga orang tua angkat
tidak dapat dijadikan wali dalam pernikahan anak angkatnya.**

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dapat dibenarkan jika
memenuhi ketentuan sebagai berikut:*®

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan nasabnya.

2. Anak angkat tidak diposisikan sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya,
melainkan tetap sebagi ahli waris dari nasabnya, demikian juga orangtua
angkat tidak diposisikan sebagai pewaris atau ahli waris dari anak angkat.

3. Anak angkat tidak dapat menggunakan marga dari orang tua angkatnya
sebagai identitas atau tanda pengenal.

4. Orangtua angkatnya tidak dijadikan sebagai wali dalam prosesi akad nikah
anak angkatnya.

Secara factual dalam hal ini dapat dipahami bahwa adopsi anak angkat
sudah merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu
maka, penting untuk masyarakat secara luas memahami persyaratan — perayaratan
dalam proses pengangkatan anak.

Syarat- Syarat dalam proses adopsi anak angkat dalam Peraturan
Pemerintah no. 54 tahun 2007 tentang adopsi adalah, belum dalam usia 18
(delapan belas) tahun, merupakan anak dengan status telantar atau yang
ditelantarkan, berada dalam asuhan nggota keluarga lainnya atau dalam panti
asuhan, dan perlu mendapatkan perlindungan khusus.*

Usia anak angkat sebagaimana yang dimaksudkan di atas adalah sebagai
berikut:

1. Anak yang belum mencapai usia 6 (enam) tahun, dijadikan prioritas.
2. Anak yang berusia 6 (enam) tahun hingga mendekati usia 12 (dua belas)

tahun. Sepanjang ada alasan mendesak.

* Muderes Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
54

M. budiarto, Pengangkatan Anak Ditijau Dari segi Hukum, (Jakarta: Akademika
presindo,1985), 24.

*®Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, (Jakarta:
Kencana, 2008), 209.
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3. Anak sudah mencapai usia 12 (duabelas) tahun hingga mendekati usia 18

(delapan belas) tahun. Sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam pengangkatan anak penting untuk memahami prosedur yang harus

dijalani, adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:*’

1. Permohonan pengangkatan anak disampaikan kepada instansi sosial yang

ada di kabupaten/kota dengan melampirkan:

a.

- @

> @

Surat permohonan yang dibuat oleh orang tua/perwalian ditujukan
kepada instansi sosial

Surat penyerahan anak dari instansi sosial propinsi/kabupaten/kota
diberikan kepada organisasi sosial.

Surat penyerahan anak dari orangtua asal kepada orang tau yang
mengangkat anak.

Surat keterangan persetujuan adopsi dari keluarga suami dan istri
yang menjadi calon orangtua angkat.

Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.

Fotokopi surat nikah calon orangtua angkat.

Surat keterangan sehat jasmani dari dokter pemerintah.

Surat keterangan sehat secara mental/rohani dari dokter/psikiater.
Surat keterangan penghasilan dari instansi tempat calon orangtua
angkat berkerja.

2. Permohona izin pengangkatan anak ditujukan kepada Dinas sosial/instansi

sosial propinsi/kabupaten/kota dengan persyaratan, sebagai berikut:

a.
b.

C.

Ditulis tangan oleh pemohon di atas kertas bermeterai.
Ditandatangan sendiri oleh pemohon (suami dan juga istri).
Mencantumkan nama anak dan juga identitas anak yang akan

dijadikan angkat.

3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah dalam asuhan keluarga calon

orang tua angkat dan sudah tidak berada dalam pemeliharaan orangtua

kandung, maka calon orang tua angkat mesti bisa membuktikan surat-surat

yang berkaitan ketentuan administrasi dalam penyerahan anak dari orang

tua/wali keluarga asalnya kepada calon orang tua angkat.

" Alam dan M. Fauzan, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, 137.
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4. Proses penelitian kelayakan.

5. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.

6. Surat keputusan dari Kepala Dinas sosial atau instansi sosial
propinsi/kabupaten/kota yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat
boleh mengajukan ke pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama untuk
mendapatkan keputusan penetapan/keabsahan sebagai orang tua angkat.

Pengadilan sebagaiman dimaksud yaitu pengadilan yang lokasinya
berada di daerah asal anak angkat tersebut (bedasarkan surat edaran
mahkamah agung nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat
edaran no 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak). Pengadilan Agama
dalam hal ini dapat menyampaikan penetapan anak berpedoman pada
hukum Islam berdasarkan UU nomor 3 tahun 2006 tentang peradilan
agama.

Dalam proses pemeriksaan yang di laksanakan oleh pengadilan,
sekurang - kurangnya pemohon mengadakan 2 orang saksi untuk
memberikan penguautab pada permohonan dan demi meyakinkan
pengadilan bahwa pemohon secara moril, materil, dan sosial, maupun
secara finansial memiliki kemampuan u anak yang mentuk memberikan
kesejahteraan pada anak yang mereka angkat.

7. Penetapan pengadilan.

8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.

9. Catatkan ke kantor Capil setempat.

Anak angkat bukan merupakan anak kandung, sehingga tidak akan
mungkin dapat menyambungkan nasab dengan orang tua angkat, begitu juga
dalam pengangkatan anak tidak dapat memutuskan hubungan darah anak angkat
dengan kedua orang tua kandunganya, oleh karena demikian itu seharusnya
pemberian marga pada anak angkat harus sesuai dengan nasabnya, dan oleh
karena itu juga tidak ada halangan untuk menikahkan anak kandung dengan anak
angkat dan atau menikahkan ayah angkat dengan mantan istri dari anak angkat.

Pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam dalam hal
pengangkatan anak terdapat ketentuan yang berlaku, bahwa dalam pengangkatan

anak tidak dapat memutuskan hubungan nasab antara anak dan orang tua
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kandungnya, dan anak angkat tidak dapat diposisikan sama dengan anak kandung
dalam hal pewarisan, akan tetapi ahli waris dari orang tua kandung, begitupun
sebaliknya, orang tua angkat tidak dapat menjadi ahli waris dari anak yang
diangkat olehnya. Selanjutnya, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan
nama belakang atau marga dari orang tua angkatnya secara langsung sebagai
identitasnya, dan juga orang tua angkat tidak dapat dijadikan wali dalam
pernikahan anak angkatnya. Pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua jenis,
yaitu seorang yang mengambil anak dari orang lain yang lemah secara finansial
dalam pemeliharaannya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan
dengan cara disekolahkan pada pendidikan formal, dan orang itu memenuhi biaya
pemeliharaan dan pendidikan anak angkat sehingga anak itu dapat menjadi orang
berpendidikan dan bermanfaat. Pengangkatan anak seperti yang dimaksud adalah
suatu kebaikan. Dalam agama Islam juga menganjurkan untuk senantiasa tolong
menolong dalam kebaikan. Hubungan pewarisan tidak dapat dilakukan antara
anak itu dengan orang yang memeliharanya dan juga tidak terdapat hubungan
ikatan persaudaraan antara keduanya. Keadaannya hanya dapat saling
memberikan wasiat mengenai harta peninggalannya, apabila salah satu
diantaranya wafat, sebagaimana ketentuannya diatur dalam hukum wasiat.
Mengangkat anak sesuai dengan adat atau suatu kebiasaan yang diartikan
dengan tabanniy atau adopsi, yakni anak angkat dimasukan menjadi anggota
keluarga dari orang yang mengangkatnya, diberlakukan selayaknya anak sendiri,
sehingga dijadikan memiliki kedudukan dalam pewarisan. Menurut hukum Islam
pengangkatan itu tidak merubah ketentuan hokum yang berlaku, sehingga status
anak tersebut tetap sebagai anak angkat, tidak bisa berubah status menjadi seperti
anaknya sendiri, karenanya tidak bisa mendapatkan warisan dari yang
mengangkat. Juga hartanya tidak dapat diwarisi kepada yang mengangkatnya itu,
kecuali memang anak angkat tersebut memiliki hubungan kekerabatan, seperti
anak saudara (keponakan). Anak angkat ini bisa mendapatkan warisan, karena
kedudukannya sebagai anak dari saudara, jika tidak terhalangi karena adanyaa ahli
waris yang lebih dekat dalam hal hubungan nasab, anak angkat tidak dapat
menggunakan nasab ayah atau ibu angkatnya. Kita bisa memperhatikan kisah Zaid

Bin Harisah yang para sahabat nasabkan dirinya kepada Rasulullah melalui
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panggilan Zaid Bin Muhammad karena dianggap oleh para sahabat sebagai anak
angkat Nabi Muhammad SAW, dibantah oleh ayat diatas, sehingga Zaid tetap
dinasabkan kepada ayah kandungnya, yakni Haritsah. Bahkan untuk membantah
anggapan bahwa status anak angkat itu sama dengan anak kandung, Allah SWT
memerintahkan Rasullullah SAW mengawini Zainab Binti Jahsy mantan istri Zaid
Bin Haritsah. Pernyataan Allah SWT terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 37:
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Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika engkau (Nabi Muhammad) berkata kepada orang yang
telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat
kepadanya, “Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah,” sedang
engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh
Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak untuk
engkau takuti. Maka, ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap
istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab)
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri
anak-anak angkat mereka, apabila mereka telah menyelesaikan keperluan
terhadap istri-istrinya. Ketetapan Allah itu pasti terjadi.*®
Anak angkat merupakan anak yang bukan keturunan dari suami dan istri
namun namun dipelihara dan dijadikan seperti layaknya anak keturunannya
sehingga di antara anak yang diangkat dengan orang tau yang melakukan
pengangkatan anak tersebut muncul suatu ikatan kekeluargaan yang rasanya
seperti yang hubungan antara orang tua dan anak kandungnya sendiri. Tindakan
pengangkatan anak seperti ini tidak menyebabkan berakhirnya hubungan darah
atau nasab anak dengan orang tua kandungnya. Tujuan dalam pengangkatan anak
yaitu demi untuk memberikan kesejahteraan pada anak angkat itu sendiri terutama
dalam hal kedudukannya untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua
angkatnya. Definisi pengangkatan anak dapat ditemukan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, arti
dari adopsi atau pengangkatan anak dapat dipahami sebagai berikut:

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukum untuk memperoleh seorang anak

*® Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, 609.
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dari lingkungan keluarga orang tua atau wali yang sah dan mengalihkan pada
orang lain yang bersedia mengambil tanggung jawab memenuhi kebutuhan
pendidikan, serta merawat anak tersebut ke dalam lingkungan keluarganya.*

Adapun dalam persoalan pembagian warisan, anak angkat hanya memiliki
hak untuk menerima wasiat berkaitan dengan harta warisan orang tua angkatnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi, terhadap anak angkat
yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta
warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya. Hal ini diberikan karena adanya
rasa kasih sayang orang tua kepada anak, dan juga dapat juga dimaknai sebagai
ungkapan rasa terima kasih karena selama orang tua angkatnya hidup, anak angkat
telah banyak berbuat baik serta menemani orang tua angkatnya, oleh karena hal
tersebut agama Islam tidak pernah menutup kemungkinan bahwa anak angkat bisa
saja mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalakan oleh kedua orang tua
angkatnya. Melihat ketentuan diatas, dapat dimengerti bahwa anak angkat hanya
berkitan perawatan dan pemenuhan kebutuhan pendidikannya saja yang dialihkan
dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya, akan tetapi dalam hal
perwalian dalam perkawinan dan perihal waris, anak angkat tetap masih dalam
hubungan atau keterikatan dengan orang tua kandungnya, dan apabila orang tua
angkatnya berkeinginan membagikan warisan kepada anak angkatnya tersebut,
maka peruntuhannya dapat dilakukan melalui prosedur pemberian hibah atau
wasiat wajibah yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya selagi dia masih
hidup di dunia. Islam mengizinkan pengangkatan anak dengan batasan - batasan
tertentu yaitu selama tidak mengakibatkan pergeseran ketentuan hukum kaitannya
dengan hubungan darah, hubungan wali dan hubungan waris dari orang tua
angkat, dimana anak angkat tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandung dan
anak tersebut tetap wajin menggunakan marga dari ayah kandungnya.
Pelaksanaan proses pengangkatan anak dapat mengakibatkan adanya hukum baru,
jika terjadi musibah yang mengabitkan orang tua angkat wafat, maka anak angkat
bisa mendapatkan hak pewarisan sebagaimana dapat diperthatikan ketetuannya
dalam KUH Perdata, meski demikian hal tersebut sejatinya tidak sejalan dengan
ketentuan yang berlaku dalam perspektif hukum Islam.

* Musthofa, Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama,130.
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KHI menekenka bahwa dalam hubungan anak angkat atau orang tua
angkat tidak dapat saling waris mewarisi. Tetapi sebagai suatu pengakuan
mengenai baiknya lembaga pengangkatan anak, maka hubungan antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan lewat perantara wasiat atau dapat
diartikan dengan wasiat wajibah. Wasiat merupakan cara lain untuk mengalihkan
harta dari satu orang ke orang lain secara sah. Pemberlakuan meneganai wasiat ini
ada dari zaman dahuludemikian tidak terbatas pada aturan satu agama saja, tetapi
secara univesal setiap komunitas memahami tentang wasiat, dimana sistem-sistem
wasiat tersebut memiliki selisih perbedaan dalam ketentuan penerapannya.
Semuanya memiliki aturan tersendiri mengenai keabsahan pelaksanaan wasiat
tersebut. Wasiat untuk penduduk non muslim yang tidak tunduk pada hukum
adatnya diatur oleh KUH Perdata, sedangkan untuk umat muslim diatur dalam
KHI. KHI yang sekarang adalah menjadi panduan pengadilan agama bahwa anak
angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah dengan syarat dibatasi porsinya
sebanyak 1/3 (sepertiga) harta yang ditinggalkan.

Menurut Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, anak angkat maupun orang tua
angkatnya hanya memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah sebanyak 1/3
(sepertiga), apabila tidak ada wasiat dari orang tua angkat kepada anak angkat,
oleh karenanya wasiat wajibah dapat dipahami sebagai jalan keluar dari pada anak
angkat atau orang tua angkat untuk mendapatkan pembagian dari harta yang
ditinggalkan tersebut. Namun maengenai hal ini banyak masyarakat yang tidak
mengetahui dan belum paham mengenai kedudukan wasiat wajibah sebagaimana
mestinya. Menurut ketentuan pasal yang disebutkan di atas, bahwa harta warisan
seorang anak angkat atau orang tua angkat wajib dibagi sesuai ketentuannya yakni
dibagikan kepada orang-orang yang memilki hubungan darah (ikatan kekerabatan)
yang dapat menjadi ahli warisnya. Berdasarkan ketentuan orang tua anak angkat
atau anak angkat tidak dapat mempunyai hak waaris, karena dia tidak memiliki
hak kewarisan. Dalam KHI orang tua angkat otomatis dianggap telah
meninggalkan wasiat (dan karena itu diberi nama wasiat wajibah) sebanyak 1/3
(sepertiga) dari harta yang ditinggalkan kepada anak angkatnya, atau sebaliknya,
dimana harta tersebut aturan pembagiannya sebelum dilaksanakan pembagian

warisan kepada para ahli warisnya, maka wasiat wajibah menjadi diberikan
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terlebih dahulu. Peraturan ini dianggap baru apabila dikaitkan dengan aturan di
dalam figih bahkan perundang - undangan kewarisan yang diberlakukan di
berbagai dunia. Al-Qur’an secara tegas menolak pemerataan hubungan karena
pengangkatan anak dalam adat masyarakat bangsa arab, waktu itu dapat terjadi
karena ada hubungan pertalian darah. Sedangkan pada masyarakat beragama
Islam yang ada di Indonesia tidak jarang terjadi peristiwa pengangkatan anak
terutama dilakukan oleh mereka yang di dalam hubungan perkawinannya tidak
memiliki keturunan.®

Pengangkatan anak yang sering kali dilakukan dengan menggunakan
aturan adat, dapat menimbulkan kesulitan, perasaan tidak puas, bahkan sering kali
ketika salah satu pihak meninggal dunia maka akan ada anggapan dalam
pemabagiannya menciptakan ketidak adilan. Hubungan pengangkatan anak seperti
ini sering terjadi anak angkat tidak memperoleh harta sedikitpun karena orang tua
angkatnya tidak sempat memberikan wasiat atau tidak mengetahui jika anak
angkatnya tidak berhak mendapatkan warisan (menurut figh) namun sebaliknya
sebagian orang tua angkat melaksnaka pembagian harta dengan cara hibah, yang
kadang-kadang juga dapat mengakibatkan permasalahan dikarenakan setelah
proses hibah diberikan terjadi perselisihan dan menjadikan tidak akur antara anak
dengan orang tua angkat tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dan mencegah
terjadinya kesulitan di tengah masyarakat maka diberlakukan peraturan hukum
wasiat wajibah karena hubungan pengangkatan anak dimasukkan ke dalam KHI
yang adalah dasar hukum bagi masyarakat beragama Islam yang ada di Indonesia.
Menurut ketentuan hukum Islam, keberadaan anak angkat itu tidak dapat
diingkari, akan tetapi terbatas pada hal untuk memberi kesejahteraan dan
pendidikan kepada anak. Hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah memungkiri
hubungan darah antara si anak kandung dengan orang tua kandung, sehingga
segala akibat dari hak mewarisi gugur karena hilangnya nasab. Namun demikian
sebaiknya anak angkat diberikan wasiat, akan tetapi apabila tidak ada wasiat maka
anak angkat tersebut masih bisa mendapatkan wasiat wasibah sebanyak 1/3
(sepertiga) bagian dari harta warisan yang dimiliki oleh orang tua angkatnya.
Dengan demikian bahwa anak angkat tetaplah anak dan tidak menyebabkan

%0 Musthofa, 130.
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adanya sebab pernasaban yang merupakan salah satu adanya hak mewarisi.

Dalam hukum Islam, tidak ada hubungan saling mewarisi antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya. Sehingga sering kali anak angkat berada pada
posisi yang lemah. Terlebih jika ia tidak memiliki akta otentik sebagai bukti
hubungan pengangkatan anak. Sebaliknya, tidak jarang pula anak angkat
menguasai harta waris seluruhnya. Dengan dalih bahwa ia telah memberikan
kontribusi yang banyak terhadap orang tua angkatnya. Dua kondisi di atas
kemudian melahirkan sengketa harta waris yang menjadi kompetensi absolut dari
Pengadilan Agama.

KHI memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagimana
tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya. Anak angkat dalam KHI adalah tidak melepas nasab seperti dalam
pengertian hukum perdata. Pengertian anak angkat tersebut hanya sebatas
pengambil alihan tanggung jawab kesejahteraan anak tersebut. Dalam hal ini tidak
termasuk pemutusan nasab.Nasab anak tersebut tetap pada orang tua kandungnya.
Anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat
mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan sebaliknya sesuai
dengan Pasal 209 KHI. Wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan
Pengadilan Agama. Besar bagian dari wasiat wajibah adalah tidak boleh lebih dari
1/3 bagian. Sedangkan wasiat biasa harus ada 2 orang saksi laki-laki yang telah
memenuhi syarat untuk jadi saksi. Atau dalam bentuk tertulis yang disimpan oleh
Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk itu dan harus dibacakan kepada
ahli waris jika pewaris telah meninggal dunia. Waris ini dianggap tidak ada jika
tidak ada saksi atau tidak tertulis. Pengangkatan anak menurut KHI ini adalah
kewenangan absolut Pengadilan Agama karena berkaitan dengan Kaidah Hukum
Islam.>

Mendudukkan anak angkat menjadi ahli waris dalam Islam adalah dilarang
bersandar pada teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak (tabbany)
oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah .Zaid bin Haritsah adalah anak
angkat Nabi Muhammad SAW. Masyarakat Arab pada saat itu terbiasa

1 Achmad Rustandi & Muchjidin Effendi, Komentar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
Tentang Peradilan Agama Dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Nusantara Press, 1991), 27.
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memanggil dengan Zaid bin Muhammad. Kemudian turunlah surat al-Ahzab ayat
4 dan 5. Seperti yang dijelaskan di sebelumnya, bahwa dalam hukum kewarisan
Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena
hubungan kekerabatanatau keturunan al-garabah, karena perkawinan yang sah al-
mushaharah dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak)
dengan wali yang memerdekakannya. Anak angkat bukan merupakan dalam tiga
kategori yang disebutkan di atas, dalam artian tidak memiliki ikatan kekerabatan
atau ikatan nasab dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir dari hubungan
perkawinan yang sah dari kedua orang tua angkatnya dan bukan pula karena
adanya hubungan perwalian. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris mewarisi
tidak berlaku dengan kedua orang tua angkatnya secara timbal balik.

Dalam Islam anak angkat bukanlah orang yang berhak mewarisi harta
peninggalan orang tua angkat. Namun secara jelas dalam KHI menjadikan
kedudukan istimewa bagi anak angkat dengan pemberian wasiat wajibah sepertiga
dari harta warisan yang ditinggalkan orang tua angkatnya. Kedudukan anak
angkat lebih tegas diatur setelah lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU
tersebut dikatakan bahwa asal usul seorang anak dan penetapan anak angkat
berlandaskan pada hukum Islam. Pengukuhan anak angkat berlandaskan hukum
Islam secara akademis telah dikomentari oleh para pakar hukum Islam di
Indonesia dan membatasinya dengan "anak" sebatas pemeliharaan, pendidikan,
pengayoman, dan hak-hak anak sebagaimana mestinya, tidak dapat
menjadikannya menjadi seperti anak sendiri. Ayat yang menghapuskan
kedudukan anak angkat seperti anak sendiri dinyatakan dalan QS. Al-Ahzab ayat
4-5:
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Terjemahnya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia

tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia

pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).

Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan

sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah

mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak mereka. Itulah
yang adil di sisi Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak mereka,

(panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-

maulamu. Tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang

ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang.

Dalam figh Islam wasiat wajibah dilandaskan pada suatu pemikiran, di
satu sisi tujuannya adalah untuk memberikan rasa keadilan kepada orang-orang
secara nasab memiliki hubungan yang dekat dengan pewaris tetapi secara syar'i
tidak memperoleh bagian dari jalur faraidh, di sisi lain: keempat Imam Mazhab
telah mengharamkannya, jika hal itu memberikan kerugian bagi ahli waris.
Pendapat tersebut dilandaskan pada alasan adanya Hadis yang diriwayatkan oleh
Sa'ad bin Manshur dengan isnad yang sahih, berkata Ibn 'Abbas: "Merugikan ahli
waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar". Hadis ini diriwayatkan juga oleh
an-Nasa'i secara marfu', dan rijal Hadisnya orang-orang yang terpercaya.>

Menurut Pasal 171 huruf (h) KHI pengertian anak angkat dinyatakan
dengan jelas bahwa anak angkat yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya
sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggungjawab dari
orangtua asal kepada orang tua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan
putusan pengadilan. Anak Angkat dalam kewarisan Islam Bagi kalangan orang
muslim, pengangkatan anak telah diatur dalam surah AlAhzab Ayat (4-5).
Sedangkan menurut KHI pasal 171 huruf (h) menyatakan: “anak angkat adalah
anak yang dalam pemeliharaannya untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan,
dan sebagainya beralih tanggungjawab dari orangtua asal kepada orang tua
angkatnya berdasarkan Putusan Pengadilan”. Menurut ketentuan hukum Islam
anak angkat tidak mewaris, kemudian dilain pihak anak angkat adalah sosok yang
mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal

kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang

> Kementerian Agama, Alquran dan Terjemahnya, 602.
>% Usman & Yusuf Somawinata, Figih Mawarits Hukum Kewarisan Islam, 163.
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tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Oleh karena itu, untuk
melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat KHI memberi kepastian
hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 KHI
Ayat ( 1 dan 2 ). Wasiat wajibah itu sendiri merupakan suatu tindakan
pembebanan oleh hakim atau lembaga yang mempunyai hak agar harta seseorang
yang telah meninggal dunia, tetapi tidak melakukan wasiat secara sukarela, agar
diambil hak atau benda peninggalannya untuk diberikan kepada orang tertentu
dalam keadaan tertentu pula. Sebelumnya telah diterangkan bahwa kedudukan
anak angkat didalam keluarga menurut KUH Perdata yaitu setara dengan anak
kandung. Berdasarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917, pada Pasal 12 yang
menyamakan seorang anak dengan anak yang sah dari perkawinan orang yang
mengangkat.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa anak angkat tidak berhak
mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, karena menurut Islam dasar
pewarisan hanya disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu hubungan darah dan hubungan
perkawinan. Anak angkat tidak mempunyai hubungan darah dengan orang tua
angkatnya, sehingga anak angkat bukan ahli waris dari orang tua angkatnya,
namun tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Untuk memberikan
jaminan bagi anak angkat dalam perolehan harta orang tua angkatnya, maka orang
tua angkat dapat memberikan hibah harta kepada anak angkat semasa hidupnya.
Selain itu dapat juga diberikan melalui wasiat. Dalam Islam ditentukan bahwa
wasiat dapat diberikan sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta orang yang memberi
wasiat. Apabila wasiat itu lebih dari 1/3 harta, maka wasiat itu hanya berlaku
sejumlah 1/3 harta tanpa perlu persetujuan dari seseorang. Akan tetapi apabila
wasiat lebih dari 1/3 harta akan memerlukan persetujuan ahli waris. Wasiat dalam
keadaan ini ada 3 (tiga) bentuk:*

1. Semua ahli waris membenarkan wasiat yang dilakukan oleh pewaris,
sedang mereka mengetahui hukum yang mereka lakukan. Dalam keadaan

ini diberilah wasiat dari harta peninggalan tersebut dan sisanya dibagi di

antara para pewaris.

>* Arpani, Wasiat Wajibah Dan Penerapannya (Analisis Pasal 209 Kompilasi HukumIslam),
3-4.
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Para ahli waris tidak membenarkan yang lebih dari 1/3. Dalam hal ini
berlaku wasiat yang 1/3 diberikan kepada yang menerima wasiat,
sedangkan 2/3 dibagi antara para ahli waris.

Sebagian ahli waris menyetujui wasiat yang lebih dari 1/3 sedangkan yang
lain tidak menyetujui. Dalam hal ini dibagi harta peninggalan dua kali.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Islam pada Pembinaan Hukum Nasional

dalam seminar pengkajian hukum 1980/1981 di Jakarta yang pernah mengusulkan

pokok-pokok pikiran sebagai bahan penyusunan Rancangan UU tentang anak

angkat yang dipandang dari sudut hukum Islam. Pokok pikiran tersebut adalah:

1.

Hukum Islam tidak melarang adanya lembaga adopsi (pengangkatan anak)
bahkan membenarkan dan menganjurkan demi untuk kesejahteraan anak
dan kebahagiaan orang tua.

Perlu diadakannya peraturan perundangan-undangan tentang pengangkatan
anak yang memadabhi.

Supaya diusahakan adanya penyatuan istilah pengangkatan anak dengan
meniadakan istilah-istilah lain.

Pengangkatan anak jangan memutuskan hubungan antara anak yang
diangkat dengan orang tua kandungnya.

Hubungan kekayaan/kebendaan antara anak yang diangkat dan orang yang
mengangkat dianjurkan agar dalam hubungan hibah dan wasiat.
Pengangkatan anak yang terdapat dalam hukum adat hendaknya
diusahakan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pengangkatan anak oleh warga negara asing supaya diadakan pembatasan
yang lebih ketat.

Tidak dapat dibenarkannya pengangkatan anak oleh orang yang berlainan
agama.

KHI sebagai realisasinya, kemudian memasukkan akibat hukum dari

pengangkatan anak menurut Mu’thi Artho, yaitu:

1.

Beralih tanggungjawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan
dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak

angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan
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mahram dan saling mewarisi.

3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak
angkat dengan orang tua angkatnya.

4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan
kewajiban antara orang tua angkat dengan anak angkatnya.

5. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara orang tua
angkat dengan anak angkat.

Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 KHI pada huruf “h”, yang
mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk
hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya
dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan:
jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat di
sini telah menjadi bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai
bagian dari keluarga (anak), ia pun berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang
orang tua seperti yang lainnya. Tersebut dalam pasal di atas, menegaskan:

1. Bahwa status anak angkat hanya terbatas pada peralihan:

a. Pemeliharaan hidup sehari-hari.
b. Tanggungjawab biaya pendidikan.

2. Keabsahan statusnya pun harus berdasar kepada Pengadilan.

3. Kemudian dalam pasal 209 KHI memberikan hak wasiat wajibah sebanyak
1/3 bagian dari harta orang tua angkat yang ditinggalkan kepada anak
angkat.

Dengan demikian, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi si anak
angkat dari sekedar mendapatkan kasih sayang orang tua angkatnya, serta
memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. leh karena itu,
berkaitan dengan kewajibannya, maka tidak menutup kemungkinan orang tua
angkat memberinya hak atas pemeliharaan kekayaan miliknya. Adapun cara yang

diberikan KHI seperti tersebut di atas adalah melalui wasiat wajibah.
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BAB 111
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini secara substansi dapat digunakan untuk mendeskripsikan,
mengamati dan menganalisis tentang praktik permasalahan pembagian harta
waris terhadap anak angkat dan nasab dari pewaris terdekat.
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research)
yaitu. penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk
mengeluarkan data yang diperlukan bagi penelitian suatu tempat atau
daerah.”® Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif adalah untuk
mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena yang ada, baik alam
maupun buatan manusia, dimana lebih diperhatikan ciri-ciri, kualitas,
hubungan antar fungsi. Selain itu, penelitian deskriptif tidak mengusulkan
perlakuan, manipulasi, atau perubahan variabel yang diteliti, melainkan
menggambarkan kondisi sebagaimana adanya. Satu-satunya perlakuan
adalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara
dan dokumentasi.*®
Penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mempelajari
fenomena deskriptif yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti proses tahapan
kerja, formula resep, multiplisitas konsep, karakteristik barang dan jasa. ,
gambar, gaya, resep budaya, model fisik suatu objek, dIl.>’
Penelitian kualitatif juga merupakan metode penelitian yang
berlandaskan pada filosofi postpositivisme, yang digunakan untuk
mempelajari kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai
instrumen kunci, teknik pengumpulan data adalah triangulasi,
analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian.

penelitian  kualitatif ~ lebih  menekankan makna daripada

> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Alumni, 1986), 28.
%6 Nana Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosadakarya, 2011), 73.
> Aan Komariah dan Djam’an Satori, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), 23.
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generalisasi.”®
Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menggunakan metode
penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan penelitian ini mengeksplor
secara spesifik perihal hak harta peninggalan terhadap anak angkat dalam
perspektif Hukum Islam studi kasus Desa Tumpaan Baru Kecamatan
Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan dalam penelitian ini adalah normatif — empiris.
Pendekatan normatif — empiris terdiri dari mengidentifikasi dan
mengkonseptualisasikan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan
berfungsi dalam kehidupan nyata.>
Penelitian ini  dilakukan langsung di lapangan untuk
mengidentifikasi permasalahan nyata, kemudian dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori hukum yang ada.®
B. Lokasi Penelitian
Penililitian ini dilaksanakan di Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan,
Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.
C. Data dan Sumber Data
Adapun dalam penelitian ini terdapat sumber data, yakni sumber data
primer dan sumber data sekunder.
1. Data Primer
Sumber data primer adalah data yang didapat secara langsung dari objek
diteliti.”* penelitian yang dijadikan sumber informasi yang dicari. Sumber tersebut
diantaranya adalah hasil wawancara serta observasi mengenai hak harta
peninggalan terhadap anak angkat dalam perspektif hukum Islam studi kasus
Desa Tumpaan Baru Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan.
Dalam penelitian ini, adapun yang dijadikan informan adalah

sebagai berikut:

*% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 9.

*® Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press,
1986), 51

®% Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 75.

81 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Kebijakan Publik Dan Iimu
Sosial Lainnya (Jakarta: Kencana, 2006), 122.
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1 Karina Madio Anak
Perempuan Angkat
o Orang Tua
2 Juliati Datukramat Perempuan
Angkat
o Orang Tua
3 Nurnanisi Lakoro Perempuan
Angkat

2. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya
mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan lain-
lain. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan penulis adalah
literature yang berkaitan dengan KHI serta aturan — aturan yang berkaitan
dengan pengangkatan anak.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data, dan diperoleh melalui prosedur yang telah
ditetapkan.Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
interview/wawancara, dan dokumentasi.
1. Observasi dan Pengamatan
Observasi atau pengamatan adalah upaya peneliti dalam
mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan,
perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya yang
memungkinkan pembentukan pengetahuan.®
2. Interview dan Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan Narasumber yang memberikan jawaban atas
pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Lincon dan Guba,

bahwa maksud dilaksanakannya wawancara antara lain mendapatkan,

52 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi Cetakan XXII (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya Offset, 2004), 175.
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mengubah, memverifikasi, dan memperluas informasi yang akan
dikembangkan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian. Wawancara
pada penelitian ini dilakukan kepada maksimal 3 anak angkat, tokoh
masyarakat, dan tokoh agama Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan,
Kabupaten Minahasa Selatan, Propinsi Sulawesi Utara.
3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah setiap bahan atau pernyataan tertulis ataupun
film yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian
suatu peristiwa atau akunting, yang dilakukan pada setiap momen atau
hasil penelitian yang harus disimpan dalam bentuk foto-foto maupun
catatan sebagai bukti penelitian.
E. Teknik Analisis Data
Analisis dalam penelitian kualitatif bergerak secara induktif yaitu
data/fakta dikategorikan menuju tingkat abstrak yang tinggi, mengembangkan
teori bila melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka dikelompokkan
adanya penyeleksian data-data yang tidak berhubungan dengan penelitian.Setelah
itu dilakukan analisis penguraian danpenarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini,
teknik analisis data yang digunakan merupakan teknik analisis yang
dikembangkan oleh Miles da Huberman. Analisis data kualitatif berarti suatu
proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif sejak
sebelummemasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan
mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik
sebuah kesimpulan. Reduksi data adalah menelaah kembali data-data yang
telah ditemukan (baik melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan
studi kepustakaan) sehingga ditemukan data yang sesuai degan kebutuhan
untuk fokus penelitian.
2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses pemberian kesimpulan informasi
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yang disusun dan memungkinkan untuk penarikan kesimpulan. Jenis
penyajian data ini merupakan gambaran secara keseluruhan dari
sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh.

Data yang akan disajikan adalah data yang dikumpulkan dan dipilih
mana data yang berhubungan dan terkait langsung dengan rencana dan
usaha melalui keterangan tentang pembagian harta warisan.

. Pengambilan Kesimpulan dan Verifikasi

Proses selanjutnya adalah kesimpulan atau verifikasi data. Pada
tahapan ini peneliti mengambil keputusan terhadap data yang telah
direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara membandingkan,
menghubungkan, dan memilih data yang mengarah pada pemecahan
masalah serta mampu menjawab permasalahan dan tujuan yang akan
dicapai.

Data awal yang terwujud dengan kata-kata tulisan dan perbuatan
yang telah dilakukan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil
observasi, wawancara, dan dokumentasi yang sebenarnya sudah dapat
memberikan kesimpulan, tetapi sifatnya masih longgar. Dengan
bertambahnya data yang dikumpulkan secara sirkuler bersama reduksi dan

penyajian, maka kesimpulan merupakan suatu konfigurasi yang utuh.
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No

Subjek Penilitian

Status

Daftar Pertanyaan

Ibu. Karina Madio

Anak Angkat

Ibu. Juliati Datukramat

Orang Tua Angkat

Ibu. Nurnanisi Lakoro

Orang Tua Angkat

. Apa vyang anda

ketahui  mengenai
prosedur
pengankatan anak?
Bagaimana pendapat
anda mengenai
prosedur
pengangkatan anak?

. Apa vyang anda

pahami tentang
wasiat wajibah?

. Apa pendapat anda

tentang wasiat
wajibah?

. Jelaskan bagaimana

cara pembagian
warisan?
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Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara Hasil Penelitian

ey Ay

Keterangan: Wawancara dengan Juliati Datukramat, 07 November 2024
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